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RINGKASAN

Masyarakat di Indonesia teratama masyarakat yang tinggal di pedesan kurang
begitu mengerti tentang pentingnya sertifikat sebagi bukti yang sah untuk hak atas tanah
mercka, sehingga bukti hak yang dimiliki seseorang untuk hak atas tanab yang mereka
miliki hanya berupa Letter C dan mereka menganggap bahwa dengan Letter C saja
sudah sah. Dengan demikian Letter C bukan alat bukti yang kuat untuk pembuktian suatu
hak atas tanah yang dimiliki seseorang, Letter C hanya bukti pembayaran pajak yang
berisi tentang nama pemilik, nomor urut pemilik, nomor bagian percil, kelas desa, daftar
pajak, sebab dan hal perubahan, mengenai kepala desa yaitu tanda tangan dan setempel
desa.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 24 menyatkan bahwa

untuk pembuktian hak lama diperlukan alat bukti tertulis yang merupakan bukti
mengenai kepemilikan atas tanah, sebelnm diajukan permohonan hak atas tanah atau
dengan kata lain pengajuan permohonan sertifikat tanah dan dikarenakan Letter C adalah
bukti yang tertulis yang dimiliki oleh tanah yang lama ( sebelum berlakunya UUPA )
maka sesuai dengan PP no 24 tahun 1997 pasal 24 maka Letter C dapat digunakan sebagi
alat bukti yang tertulis.

Dengan demikian untuk suatu tanah menjadi SHM dengan bukti kepemilikan
hanya Letter C saja maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan
pengkoversian tanpa ganti rugi atau dengan mengajukan permohonan hak dengan
membayar ganti rugi pada Negara, kedua cara tersebut terserah mana yamg akan

ditempuh oleh pemilik hak atas tanah tersebut.
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